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ABSTRAK 

 

Kontrak karya dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara diawali 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang 

Penanaman Modal Asing.Saat ini dengan di berlakukanya Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, bahwa untuk usaha 

pertambangan tidak lagi menggunakan sistem kontrak karya, melainkan 

menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan 

Khusus (IUPK).Dengan adanya perubahan peraturan yang semula kontrak karya, 

dan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diharuskan berubah menjadi Izin 

Usaha Pertambangan, maka terdapat prosedur atau syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk mendapatan izin. Mengingat bahwa saat ini terdapat investor yang 

mengusahakan pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan kontrak karya, 

sedangkan sesuai UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 harusmengubah menjadi 

Izin Usaha Pertambangan, maka hal tersebut akan menimbulkan persoalan 

hukum, dan melahirkan sengketa bila pihak investor sulit memperoleh izin usaha 

pertambangan. Untuk itu kiranya diperlukan adanya perlindungan hokum bagi 

investor pertambangan, baik investor  asing maupun dalam negeri. 
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